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BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

®

BUPATI BENGKAYANG,

bahwa berdasarkan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkayang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu
menetapkan Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bengkayang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;



8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Bengkayang;

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengkayang Tahun Anggaran 2011;

10.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
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Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
sesuai dengan Peraturan Perundang—Undangan.

Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.

Bupati adalah Bupati Bengkayang.

Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah yang bertanggung
jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang
terdiri dari Sekretariat, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan
Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.

Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Bengkayang yang merupakan unsur
pelaksana Pemerintah Daerah,

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bengkayang.

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unit pelaksana teknis Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab,
wewenang hak seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu organisasi yang
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu
serta bersifat mandiri.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah Masyarakat yang mengalami
masalah dibidang Kesejahteraan Sosial secara umum, anak (termasuk anak-anak
yang mengalami hambatan mental, fisik dan sosial) keluarga, remaja, lanjut usia,
penyandang cacat fisik dan mental, serta pencegahan dan rehabilitasi anak/remaja
mantan narapidana.
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Kesetiakawanan Sosial adalah salah satu jenis usaha kesejahteraan sosial preventif
yang bertujuan untuk menambah kembangkan sikap dan prilaku dalam kehidupan
sehari-hari yang dilandasi oleh kesadaran langsung tanggung jawab dan kepedulian
sosial dan seluruh warga masyarakat untuk ikut serta menangani berbagai masalah
dalam masyarakat, khususnya masalah sosial sesuai dengan kemampuan masing-
masing demi terwujudnya persatuan dan kesatuan Nasional.

Pembangunan Sosial adalah Pembangunan yang bertujuan agar masyarakat dapat
mengembangkan kemampuan untuk memenuhi kebutthan hidupnya melalui
upaya-upaya pencegahan, rehabilitasi, pengembangan perlindungan.

Pencegahan adalah upaya menghambat atau membatasi tumbuh dan
berkembangnya masalah kesejahteraan sosial.

Rehabilitasi adalah merupakan proses refungsionalisasi dan pemantapan taraf
kesejahteraan sosial maupun melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan
masyarakat.

Tuna Sosial adalah merupakan bagian dan anggota masyarakat yang meliputi
gelandangan, pengemis, tuna susila dan mantan narapidana.

Bencana adalah bencana yang disebabkan oleh faktor alam dan bencana yang
disebabkan oleh manusia.

Cacat adalah manusia yang secara fisik maupun mental memiliki kekurangan,
terdiri dari cacat tubuh, mata, mental, dan ganda.

Tenaga Kerja adalah siasat orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam
maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penempatan Tenaga Kerja adalah Pengarahan Tenaga Kerja yang dilakukan dalam
rangka proses antar kerja, untuk mempertemukan persediaan dan permintaan tenaga
kerja baik didalam maupun diluar negeri.

Normal Kerja adalah ukuran/standar yang dipergunakan sebagai aturan dalam
pekerjaan ( Aturan Kerja Normal).

Lingkungan Kerja adalah Tempat Kerja maupun diluar tempat kerja untuk
melakukan aktivitas kerja yang dapat mempengaruhi tenaga kerja dan produktivitas
kerja dan sekitarnya antara lain penerangan, kebisingan, iklim, suhu, orgonomi,
peralatan kerja dan limbah.

Hubungan Industrial adalah Hubungan yang terjalin antar melalui proses produksi
barang dan jasa (Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah).

Pengawasan Ketenagakerjaan adalah Usaha sistem pengawasan terhadap
pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan ketenagakerjaan.

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan
kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi
pemukiman transmigrasi.

Wilayah Pengembangan Transmigrasi adalah wilayah potensial yang ditetapkan
sebagai pengembangan pemukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat
pertumbuhan wilayah yang baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Lokasi pemukiman transmigrasi adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai
pemukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah
ada atau yang sedang berkembang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
Pemukiman transmigrasi adalah salah satu kesatuan pemukiman atau bagian dari
satuan pemukiman yang diperuntukan bagi tempat tinggal dan tempat usaha
transmigrasi.

Penempatan transmigrasi adalah penempatan transmigrasi di pemukiman
transmigrasi dilaksanakan setelah ada kepastian kesempatan kerja atau usaha
tempat tinggal.

Pembinaan masyarakat transmigrasi adalah upaya yang diarahkan untuk mencapai
kesejahteraan dan kemandirian serta integrasi masyarakat transmigrasi dengan
penduduk sekitar dan kelestarian lingkungannya secara berkelanjutan.



32. Pengarahan Penempatan Transmigrasi adalah melakukan kegiatan penerangan dan
penyuluhan, pendaftaran dan seleksi, pelatihan, penampungan dan angkatan

transmigrasi.
BAB 11
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Bagian Pertama .
Kedudukan
Pasal 2

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah
Kabupaten, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara
Teknis Administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan,
menyelenggarakan kewenangan Daerah Kabupaten dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi sesuai dengan lingkup tugasnya yang diserahkan oleh Bupati berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program dan pengendalian di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;

b. perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan di bidang Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

c. pengelolaan administrasi umum daerah, keuangan, rencana kerja organisasi dan
tatalaksana, keuangan, umum dan perlengkapan;

d. pelaksanaan pemberian perizinan berdasarkan pelayanan yang ditentukan;

pembinaan pelaksanaan tugas bidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

f. pelaksanaan tugas lain di bidang Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi yang
diserahkan oleh Bupati.

o

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi

Pasal 5

(1) Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat membawabhi :
1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
c. Bidang sosial membawahi :
1. Seksi Bina Kesejahteraan Sosial;
2. Seksi Rehabilitasi dan Bantuan Sosial;






























BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35
Pada saat berlakunya Peraturan ini, ketentuan lain sepanjang yang mengatur tentang
Unit Pelaksana Teknis Dinas masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 1 A g'.t ue 201 1

BUPATI BENGKAYANG
ttd
Diundangkan di Bengkayang
padatanggal 8 Agustws 2011 SURYADMAN GIDOT

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

Drs. KRISTIANUS AN , MLSi
Pembina Utama Muda
Nip. 19560820 198503 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011
NOMOR 22
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR . 22 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 a gustus 2011
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SOSIAL PELATIHAN & PEMBERDAYAAN
PENEMPATAN TENAGA KAWASAN TRANSMIGRASI
KERJA
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